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ABSTRAK
Pekerja seks komersial adalah pekerjaan yang sampai sekarang dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan merupakan pekerjaan yang yang dinilai negatif baik dalam agama dan norma yang ada di Indonesia. Peraturan yang diatur di Indonesia mengenai Pekerja seks komersial pun dinilai masih belum mendapat perhatian karena hanya mengatur mengenai mucikari dan lokalisasi, hal ini mengakibatkan status saksi yang sampai saat ini diterima oleh psk merupakan ketidakadilaan bagi mucikari sekaligus memberi ruang kepada psk untuk bekerja tanpa jera karena tidak adanya kepastian hukum bagi kedudukan psk yang dimana sampai saat ini peraturan di Indonesia hanya mengatur tentang mucikari serta perdagangaan orang secara paksa.
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ABSTRACT
Commercial sex workers are jobs that until now can be found in the midst of Indonesian society and are jobs that are considered negative both in religion and norms in Indonesia.  The regulations that are regulated in Indonesia regarding commercial sex workers are also considered to have not received attention because they only regulate pimping and lokalisasi, this results in the status of witnesses that have been accepted by the psk as unfair for pimps and at the same time giving space for psk to work without deterrence because they are not  There is legal certainty for the position of psk which until now the regulations in Indonesia only regulate pimping and trafficking in persons by force.
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A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka menjadi kewajiban Negara untuk memberikan kepastian hukum dan menegakan supremasi hukum demi kebenaran dan keadilan yang berdasarkan norma-norma hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 bagian yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional atau Negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan Negara yang bersangkutan.
 Salah satu ilmu hukum yang dipelajari di Indonesia adalah kriminologi, dalam kriminilogi suatu tindakan dianggap sebagai suatu kejahatan apabila tindakan manusia itu bertentangan dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah-tengah manusia itu hidup. Menurut Kartono kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma  susila  dan  menyerang  keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam Undang-undang pidana). Namun sayangnya, tidak semua masyarakat di Indonesia mentaati aturan maupun norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu kasus yang sering dijumpai di Indonesia yang jelas melanggar norma serta aturan adalah praktek pelacuran atau kegiatan prostitusi. Dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/Pn.Kdr dengan saksi Detik Andriyani yang dalam kasus ini adalah seorang pekerja seks komersial yang mendapat keuntungan dari kegiatan prostitusi serta terdakwa Reza Arnes yang secara hukum terbukti melanggar pasal 296 KUHP. Pekerjaan yang dilakukan oleh Detik Andriyani dan Reza Arnes merupakan tindakan yang jelas melanggar norma-norma ditengah masyarakat.
Adanya norma yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat menjadikan masyarakat tertib dan aman. Tapi bukan hanya norma yang dibutuhkan oleh masyarakat, melainkan juga hukum dan peraturan agar tercipta masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Namun belum adanya peraturan yang secara komprehensif dan integral terkait pekerja seks komersial menimbulkan kekaburan akan kedudukan hukum bagi pekerja seks komersial seperti dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/Pn.Kdr.
Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:
1. Bagaimana implikasi hukum pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan prostitusi ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap status saksi bagi Pekerja Seks Komersial ditinjau dari perspektif kriminologi?

B. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doctrinal atau pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam Ilmu Hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum. Dalam pendekatan ini penulis akan mengonstruksi dan menggabungkan antara black letter law dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini. Sasaran studi ini dilihat pada seperangkat norma positif yang dalam hal ini berkaitan dengan konstruksi hukum dalam mewujudkan peraturan bagi para pekerja seks komersial, termasuk dukungan teori hukum dengan tujuan untuk memverifikasi pelaksanaan hukum mengenai status yang mereka dapatkan dalam putusan hakim dalam peradilan.

C. Implikasi Hukum Pekerja Seks Komersial Yang terlibat Dalam kegiatan Prostiitusi Ditinjau Dari Hukum Positif Yang Berlaku DI Indonesia
Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada dihampir setiap wilayah di Indonesia. Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja seks komersial selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Penyebab dari berkembangnya pekerja seks komersial dari waktu ke waktu karena prostitusi pernah dilegalkan pada zaman kolonial Belanda yang saat itu dikenal dengan nama public women bahkan hingga saat ini tidak ada pemberantasan secara menyeluruh pada kegiatan ini dan tidak semuanya mengatur terkait pekerja seks komersial sehingga Negara perlu untuk membuat peraturan terkait pekerja seks komerisal.
	Indonesia pada hakekatnya terdiri dari beragam agama menegaskan dan mengajarkan bahwa hal yang dilakukan oleh pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang tidak baik, bahkan semua agama pun mengetahui hal itu dan dengan jelas melarang kegiatan ini. 
	Namun, Indonesia juga merupakan Negara hukum yang berarti semua hal harus diatur oleh hukum dan tunduk pada hukum, maka harus ada pengaturan dan kebijakan yang mengatur pekerja seks komersial agar pekerjaan seperti ini tidak berakar ditengah-tengah masyarakat serta tidak menimbulkan dorongan terhadap penyimpangan-penyimpangan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

D. Kedudukan Hukum Terhadap Status Saksi Bagi Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis   
Dalam ilmu kriminologi kita  akan menemukan masalah sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri, namun akan selalu ada seperangkat peraturan yang mengatur masalah itu dan seharusnya mampu menyelesaikan masalah sosial itu. Ilmu kriminologi yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial mengartikan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan, tingkah laku atau semua ucapan yang melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah atau belum diatur oleh undang-undang, seperti halnya pekerja seks komersial yang melanggar norma sosial dan menggangu rasa aman dan nyaman bagi  masyarakat maka sudah seharusnya ada pengaturan yang mengatur pekerja seks komersial yang menjadi masalah sosial, namun sayangnya ada beberapa kelemahan dalam hukum yang ada di Indonesia.

E. Penutup
Implikasi hukum terhadap pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan prostitusi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni menimbulkan kekosongan hukum karena hukum terkait prostitusi di Indonesia hanya mengatur mengenai perdagangan manusia dan mucikari. Implikasi dari peraturan yang tidak mengatur secara komprehensif juga kemudian menimbulkan dorongan terhadap penyimpangan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat, baik berdasarkan agama dan nilai dalam masyarakat itu sendiri serta mengakibatkan semakin berkembangnya pekerja seks komersial karena tidak terbentuknya rasa jera.
	Kedudukan hukum terhadap status saksi bagi Pekerja Seks Komersial ditinjau dari perspektif kriminologi, yakni seharusnya memberi penegakan bagi pekerja seks komersial karena pekerjaan itu merupakan bentuk penyimpangan norma dan agama yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pekerja seks komersial sebagai saksi yang memberatkan bagi mucikari dapat memberikan ketidakadilan karena pekerja seks komersial merupakan salah satu penggerak dalam kegiatan prostitusi.
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